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 BAB I
PENDAHULUAN
 

A.  Latar Belakang Masalah

Efek dari krisis finansial global telah dirasakan oleh masyarakat secara umum. Akibat dari krisis tersebut angka pengangguran semakin signifikan meningkat, dunia usaha semakin sulit akibat nilai tukar rupiah yang semakin anjlok dan berakibat pada berbagai harga kebutuhan masyarakat, artinya prekonomian masyarakat semakin tidak stabil.
 Persoalan ini tidak hanya menjadi tanggungjawab sekelompok orang, namun dibutuhkan kerjasama semua stake holder sehingga kita mampu membebaskan bangsa dari jeratan kemiskinan. Bank yang dipandang sebagai lembaga ekonomi dapat memberikan peluang bagi warga miskin dalam modal usaha berupa kredit-mikro sehingga prekonomian bangsa meningkat justru bank tidak memihak kepada orang miskin.
 Bahkan menurut Damiri menyatakan  bahwa terjadinya krisis disebabkan karena lemahnya prinsip Good Corporate Governance oleh manejemen dalam praktik bisnis,
 sehingga menyebabkan kebangkrutan ekonomi yang berujung pada semakin banyaknya orang-orang miskin.

Dalam hal meningkatkan ekonomi bangsa, konsep-konsep pembangunan yang ditawarkan oleh negara-negara Barat (maju) dan sudah dilaksanakan di negara-negara berkembang (miskin) justru tidak menyelesaikan masalah, tetapi semakin menimbulkan kesengsaraan dan kemiskinan di berbagai negara (temasuk Indonesia). 
Disisi lain kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan semakin menurun akibat dari krisis tersebut,
 sehingga masyarakat menginginkan perubahan dengan adanya lembaga keuangan yang lebih baik dan terpercaya. Oleh karena itu muncullah berbagai upaya dari negara-negara miskin untuk melepaskan diri dari ketergantungan tersebut.
 Sudah cukup lama umat Islam Indonesia menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah (Islamic economic system) untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2007, jumlah penduduk Indonesia yang masuk dalam kategori miskin tercatat sebanyak 36,17 juta jiwa (16,7 persen)
. Dalam catatan International Labour Organization (ILO), menunjukkan bahwa penduduk yang berpenghasilan di bawah Rp 1 juta per bulan, dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Hal ini didasarkan karena ILO memasukkan sejumlah komponen seperti kebutuhan pendidikan, kesehatan, rekreasi dan kebutuhan lainnya (KHL: kebutuhan hidup layak).
 Dengan demikian menurut ILO kategori masyarakat miskin di Indonesia berjumlah sekitar 100 juta jiwa.
 Sudah banyak teori-teori pembangunan yang telah diterapkan dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan masyarakat,
 tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.
 Ketidakberhasilan beberapa pendekatan pembangunan tersebut perlu diatasi melalui pendekatan pemberdayaan. Pengembangan masyarakat (community development) merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.
 Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (people centred development). Pembangunan yang berpusat pada rakyat ini merupakan antitesis dari pembanguan yang berorientasi pada produksi dan strategi pembangunan ekonomi yang memposisikan pemenuhan kebutuhan sistem produksi lebih utama daripada kebutuhan rakyat.

Upaya pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang menurut Islam adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sebab pemberdayaan pada hakekatnya merupakan kinerja yang bertujuan untuk melakukan perbaikan (al-khair). Dalam sejarah pemerintahan Islam pada masa Rasulullah SAW., maupun pada masa Khulafaur Rasyidin, mereka telah melakukan pemberdayaan ekonomi dengan cara memberikan bantuan keuangan bagi fakir-miskin yang diambil dari Bait al-Maal. Bahkan Rasulullah SAW.,  menyediakan pekerjaan bagi mereka yang mampu melakukannya dan menyediakan bantuan keuangan bagi mereka yang sakit, cacat dan tidak mampu melakukan pekerjaan sendiri. Bahkan Rasullah SAW., . membayarkan hutang orang-orang miskin yang tidak mampu melunasi hutangnya.
 Dengan memberikan bantuan keuangan kepada para sahabat maka dengan sendirinya pemberdayaan terhadap masalah ekonomi para sahabat dapat ditingkatkan. 

Pada hakekatnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW., dan para sahabat dalam hal pemberdayaan ekonomi ummat, sebenarnya merupakan bagian dari dakwah Islamiyah. Dari segi pengertiannya dakwah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam Islam. Sangat  sulit memisahkan dakwah dengan Islam karena Islam itu berkembang dengan lewat dakwah.
 Dakwah adalah suatu upaya mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk, menyuruh berbuat baik dan mencegah berbuat mungkar yang dilarang oleh Agama Islam.
 Dengan dakwah hubungan kemanusiaan antara ummat secara horizon, dan vertikal kepada Tuhan dibangun.

Dakwah Rasulullah SAW., terlihat begitu sangat kompleks. Upayanya dalam mempengaruhi orang, agar masuk secara sukarela ke dalam Islam dilakukan dengan berbagai pendekatan. Bagaimana Rasulullah SAW., memberikan bantuan dana kepada orang-orang miskin yang tidak hanya dilakukan secara simbolik dan politik saja tetapi betul-betul dilakukan secara realitistis dalam hal meningkatkan ekonomi masyarakat. Semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW., itu adalah upaya dakwah. Hanya saja formulasi dakwah yang sering dipahami dan ditafsirkan orang cenderung keliru, sehingga mengebiri pengertian dakwah pada hal-hal yang bersifat ritual saja. Hal ini tidak terlepas dari adanya pengertian dakwah yang difahami secara sempit dan parsial. Sementara dakwah yang dilaksanakan Rasulullah SAW., tidak hanya berorientasi pada rohaniah semata, tetapi juga berorientasi pada aspek non-rohaniah.
 Kegiatan dakwah tersebut termasuk pada aspek, mu’amalah, moral, sosial, dan lain sebagainya. Masalah-masalah sosial (patologi sosial)
 juga merupakan bagian dari kajian masalah dakwah dalam rangka membangun masyarakat madani.

Di sisi lain dimensi dakwah sering kali terabaikan oleh para da’i  dan ulama adalah persoalan pengembangan masyarakat secara aktual dan ril. Banyak umat muslim yang tertinggal secara teknologi dan ekonomi. Untuk menanggulangi hal itu, tentu saja dibutuhkan kerja sama untuk mengentaskan kemiskinan dan melakukan pemberdayaan terhadap mereka yang terbelakang. Hal itu bisa berwujud dalam bentuk pendidikan keterampilan, pembukaan lapangan kerja, penanggulangan pemakaian obat-obat terlarang, atau pelatihan teknologi tepat guna.

Inilah yang seharusnya juga menjadi tantangan dalam dakwah Islam. Para da’i  atau mubaligh hendaknya juga ada yang mendalami persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Dalam analisis tentang perubahan-perubahan kemasyarakatan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah bentuk dakwah yang mesti dilakukan. Berdasarkan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW., dinyatakan, "Kefakiran dapat—berpotensi-- membawa kepada kekufuran." Oleh karena itu, untuk menghindari kekufuran, kemiskinan yang menimpa umat Islam harus segera dikurangi jika tak bisa dilenyapkan.
 

Maka dari itu, tema utama dakwah ke lapisan bawah adalah dakwah bi al-hāl, yaitu dakwah yang menekankan perubahan dan perbaikan kondisi material lapisan masyarakat yang miskin. Untuk mewujudkan tatanan masyarakat seperti itu, sumber daya manusia yang melakukan tugas dakwah Islam di era ini tentu saja harus juga memfokuskan dirinya pada wilayah etis-emansipatoris. Kesadaran etis-emansipatoris sebagai manifestasi pembumian ayat-ayat Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.,  oleh para da’i  itu tidak harus diartikan sebagai gerakan antikemapanan atau lembaga swadaya masyarakat.
 Sebab, kesadaran semacam ini dalam bingkai ilmu pengetahuan dianggap sebagai perwujudan dari sinergi epistemologi dan aksiologi. Dengan pendekatan model inilah, dakwah bi al lisan, bil al qalam, dan bil hal bisa dijalankan secara aktual dalam satu waktu. Agenda pemberdayaan masyarakat yang merupakan tugas dan tanggungjawab berdakwah dijelaskan oleh Allah SWT., sebagaimana tercantum dalam Alquran surah Ali-Imran ayat 110 yang berbunyi, "Engkau adalah umat terbaik yang diturunkan di tengah manusia untuk menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran (kejahatan)” (Q.S. Ali Imran: 110).  Di bawah ini akan ditampilkan gambaran umum tentang ranah perbuatan ma’ruf dan perbuatan munkar. 
Gbr. 1

Ranah Perbuatan Makruf dan Munkar

Sumber: HS. Hasibuan Botung (2008) 

Berdasarkan gambaran di atas jelas bahwa dakwah tidak hanya terfokus pada kajian tentang hubungan ibadah-spritual saja tetapi dakwah mencakup dalam semua aspek kehidupan, sehingga pemaknaan makruf dan munkar akan lebih aktual terasa di masyarakat. Dengan demikian dakwah pada hakikatnya adalah aktualisasi iman yang dimanipestasikan dalam bentuk sistem kegiatan manusia dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur untuk mempengaruhi cara merasa, berfikir, bersikap, dan bertindak manusia pada aturan kenyataan individual, sosio kultural dan prekonomian masyarakat dalam mengusahakan terimplementasinya ajaran Islam dalam kehidupan manusia.
 

Orientasi konsep pengembangan masyarakat dengan konsep dakwah terdiri dari dua prinsip dasar yaitu: pertama, orientasinya pada kesejahteraan lahir dan batin masyarakat. Ini berarti pengembangan masyarakat tidak hanya dilaksanakan sekedar merumuskan keinginan sebagian masyarakat saja, tetapi direncanakan sebagai usaha membenahi kehidupan sosial masyarakat. Kedua dakwah pengembangan masyarakat pada dasarnya adalah upaya melakukan rekayasa sosial untuk mendapatkan suatu perubahan tatanan kehidupan sosial yang lebih baik, yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Sasaran utama dakwah pengembangan masyarakat lebih pada setting social kehidupan masyarakat daripada individu per individu.
 Islam mestilah dilaksanakan secara sempurna dan utuh. Oleh karena itu, seluruh ajaran Islam, baik ibadah maupun muamalah wajib diamalkan secara menyeluruh. Mengamalkan satu aspek saja dari ajaran Islam, misalnya ibadah tapi mengabaikan aspek muamalah (ekonomi) adalah suatu kepincangan yang tidak dikendaki Islam. Adalah ironis, apabila seseorang muslim melaksanakan shalat, puasa, haji dan berakhlak secara Islam, tetapi dalam tataran ekonomi berperilaku secara kapitalis.
 Supaya keislaman menjadi utuh dan sempurna, umat Islam a harus mengamalkan ajaran Islam secara keseluruhan, baik ibadah maupun muamalah. Jadi, sebagai ummat yang mengaku Islam, semestinya mengamalkan sistem ekonomi Islam melalui Bait al-Māl wa al-Tamwīl (BMT). BMT ialah lembaga ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha ekonomi rakyat bawah dan kecil, yang dijalankan berdasarkan syariat Islam. BMT berintikan dua kegiatan usaha yang mencakup Bait al-Māl dan Bait al-Tamwīl.

BMT juga merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.
 Dari krisis keuangan yang melanda bangsa ini, BMT satu-satunya lembaga keuangan mikro syariah hingga kini boleh dibilang belum terkena imbasnya. Hal ini lebih disebabkan karena memang sejak awal disain idealisme BMT memiliki spektrum berbeda dari lembaga-lembaga keuangan lain yang saat ini meradang.
 Bahkan lembaga keuangan ini telah terbukti dapat memberdayakan masyarakat kelas paling bawah (grass root) secara signifikan. Dalam satu dasawarsa pertama (1995–2005), di Indonesia telah tumbuh dan berkembang lebih dari 3.300 BMT, dengan asset lebih dari Rp. 1,7 triliun, melayani lebih dari 2 juta penabung dan memberikan pinjaman terhadap 1,5 juta pengusaha mikro dan kecil. BMT sebanyak itu telah mempekerjakan tenaga pengelola sebanyak 21.000 orang.
 BMT bukan hanya sebuah lembaga yang berorientasi bisnis, tetapi juga sosial, lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Oleh karena itu BMT menjadi harapan bagi masyarakat atau UKM untuk mendapatkan pembiayaan. Dalam beberapa operasional BMT, LKMS tersebut juga melakukan pengembangan dan pemberdayaan umat.
 Dengan adanya pengembangan masyarakat tersebut BMT mampu memberikan solusi kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf kehidupan menjadi lebih baik, baik perbaikan di sektor ekonomi masyarakat dengan memberikan semacam pelatihan, pendidikan usaha pemberian pinjaman modal usaha tanpa bunga dan lain sebagainya.

BMT merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Baitul Tamwil merupakan cikal bakal lahirnya bank syariah pada tahun 1992. Segmen masyarakat yang biasanya dilayani BMT adalah masyarakat kecil yang kesulitan berhubungan dengan bank. Perkembangan BMT semakin marak setelah mendapat dukungan dari Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
 BMT didirikan sebagai salah satu alternatif lembaga keuangan yang berdasarkan ekonomi syariah (Islam), diharapkan mampu membawa perubahan sistem kapitalis yang lebih banyak menguntungkan sebagian orang saja diganti dengan system ekonomi yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
 Dengan demikian BMT adalah media dakwah sebagai dalam upaya meningkatkan ekonomi dan memberdayakan masyarakat. 

Dalam pemberdayaan ekonomi umat yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana menanggulangi kemiskinan dan pendistribusian pendapatan dengan mengadalkan kekuatan dari masyarakat itu sendiri. Sasaran utama yang harus ditangani adalah terpenuhinya kebutuhan pokok (sandang, pangan, perumahan, pedidikan dan kesehatan), terjaminnya hak untuk memperoleh kesempatan kerja yang prodiktif, termasuk menciptakan kerja sendiri, terbinanya sarana yang memungkinkan produksi. Dalam rangka mencapai sasaran pemberdayaan ekonomi umat tersebut, maka hal-hal yang menjadi perhatian utama adalah pemberdayaan sektor informal termasuk didalamnya; home industri, pertanian dan agro-industri serta pedagang kaki lima.

BMT sudah banyak berdiri dan mengakar di Sumatera Barat, namun keberadaannya masih belum optimal untuk mengembangkan masyarakat, jika dibandingkan dengan Bank Umum dan BPR. Seyogyanya BMT di Sumatera Barat khususnya di Kota Padang sudah dapat memberikan peran positif terhadap pengembangan masyarakat secara lebih luas. Seyogyanya pula dengan adanya BMT dapat memberikan dampak yang positif dalam membangun dengan memberdayakan masyarakat muslim, sehingga masyarakat yang dikategorikan miskin atau lemah  ekonominya dapat ditingkatkan. Salah satu BMT yang ada Sumbar khusunya di Kota Padang adalah BMT al-Anshar. BMT ini didirikan di bawah binaan Majelis Ulama Sumatera Barat, dengan tujuan memberdayakan masyarakat miskin dengan meningkatkan usaha dan perannya dalam ekonomi rakyat. Hampir  seluruh kegiatan pemberdayaan usaha yang dilakukan oleh BMT ini seluruhnya diprioritaskan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang lemah, peningkatan pendidikan dan peningkatan pengamalan terhadap ajaran agama Islam.
Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan  ekonomi umat sebagai bagian dari pembangunan ekonomi kerakyatan, maka sudah seharusnya masyarakat memanfaatkan BMT sebagai lembaga yang menghimpun masyarakat ekonomi lemah untuk mengembangkan iklim usaha mikro dalam  lingkungan sosial ekonomi yang sehat.
 

Tujuan pendirian BMT al-Anshar menurut Rimilton Ridwan tidak terlepas dari niat baik pengurus BMT yang melihat betapa susahnya para pedagang yang ada di beberapa pasar Kota Padang meminjam modal usaha. Setiap hari mereka mesti berurusan dengan para rentenir yang meminjamkan uang secara bunga-berbunga dan harus mengembalikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Dalam memperoleh modal harian untuk berjualan, mereka terus ketergantungan dengan para rentenir. Karena itulah pengurus bertekad mendirikan sebuah BMT yang dapat membantu masyarakat miskin khususnya para pedagang yang kurang modal dalam berjualan.
 Melalui BMT ini masyarakat dapat menabung, dan mengajukan pinjaman untuk meningkatkan ekonominya.

Mengenai jenis-jenis tabungan dan jumlah nasabah BMT al-Anshar dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.

 Jumlah Nasabah Tabungan BMT al-Anshar
	No
	Kode Tabungan
	Jenis Tabungan
	Jumlah Nasabah

	1
	01
	Simpanan pokok
	104

	2
	02
	Simpanan Wajib
	104

	3
	03
	Simpangan Wajib Khusus
	33

	4
	04
	Tabungan Wadiah
	93

	5
	05
	Tabungan Iftitah Anshar
	376

	6
	06
	Tabungan pendidikan
	84

	7
	07
	Tabungan Qurban
	1

	8
	08
	Tabungan pembiayaan ijarah
	11

	9
	09
	Tabungan pembiayaan BBA
	151

	10
	10
	Tabungan Haji
	1

	11
	11
	Tabungan Hari Raya
	0

	12
	12
	Tabungan Qardhul Hasan
	3

	
	
	
	961


Sumber: Tata Usaha BMT al-Anshar tahun 2010

Dari data tersebut dapat dipahami bahwa ada 12 jenis tabungan yang menjadi program BMT al Anhsar dalam pemberdayaan masyarakat dengan jumlah nasabah 961 orang. Selanjutnya mengenai jumlah nasabah pembiayaan yang ada di BMT al Anhsar dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 2.

 Jumlah Nasabah Pembiayaan BMT al-Anshar

	No
	Kode Tabungan
	Jenis Tabungan
	Jumlah Nasabah

	1
	01
	Piutang Murabahah
	3

	2
	02
	Piutang Mudharabah
	6

	3
	03
	Piutang BBA
	211

	4
	04
	Pembiayaan Ijarah
	33

	5
	05
	Pinjaman Qardhul Hasan
	7

	6
	06
	Pembiayaan Musyarakah
	0

	
	
	
	260


Sumber: Tata Usaha BMT al-Anshar tahun 2010

Berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwa ada enam bidang pemberdayaan dalam pemberian modal terhadap para nasabah dengan jumlah nasabah 260 orang. Dari segi jenis pekerjaan para nasabah dan kegunaan modal tersebut digunakan para nasabah dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.

 Jenis Pekerjaan dan Jenis Kegiatan Usaha Nasabah

	No
	Jenis Pekerjaan
	No
	Jenis Kegiatan Usaha

	1
	Buruh
	1
	Biaya Pendidikan 

	2
	Petani
	2
	Penambahan Modal Usaha Ternak 

	3
	Pedang Kaki Lima 
	3
	Penambahan Modal Usaha Tani

	4
	Usaha Tambal Benen 
	4
	Penambahan Modal Usaha Tambal Ban

	5
	Usaha Peternakan
	5
	Penambahan Modal Usaha Jualan

	6
	Guru Honor
	6
	Modal Usaha Jahitan Pakaian

	7
	PNS (golongan rendah)
	7
	Modal Pembelian Mesin Pendorong Kapal 

	8
	Nelayan
	8
	Penambahan Modal usaha Foto Copi


Sumber: Tata Usaha BMT al-Anshar tahun 2010

Pemberdayan ekonomi telah dirasakan oleh para nasabah dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh BMT al-Anshar. Para nasabah sebagaimana yang disebutkan di atas, ternyata sebelumnya telah pernah mengajukan peminjaman modal kepada bank lain dan juga kepada rentenir-rentenir, perkembangan usahanya tidak mengalami kemajuan bahkan harus menggadaikan agunan yang ada pada bank tersebut atau yang ada para rentenir-rentenir. Mereka merasakan beberapa hambatan dan kesulitan menjadi nasabah pada bank lain dan rentenir tersebut.  Hal ini dapat dilihat dari pernyataan beberapa nasabah sebagaimana tabel berikut. Dari segi jenis pekerjaan para nasabah dan kegunaan modal tersebut digunakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.

 Pernyataan Para Nasabah Tentang Bank lain dan BMT Al-Anshar

	No
	Nama

(Samaran)
	Jenis Usaha
	Bank/person

Sebelum Meminjam di BMT
	Alamat
	Wawancara tanggal
	Pernyataan: perbedaan Bank lain dan

BMT (A) = BMT al Anshar

	1
	Drs
	Tempel Ban
	BRI (X)
	Kala-   wi
	26 Desember 2009  
	BRI (X). Urusannya Susah, Persyaratan banyak, dan takut telat untuk membayar. BMT (A) urusannya mudah, tidak bertele-tele, pencairan dana mudah dan kalau telat membayar tidak apa-apa.   

	2
	HS
	Kebun
	BPR(X) 
	Andalas
	03 Januari 

2010
	BPR (X) Harus ada penjamin, bunganya tinggi, membayar melalui rekening BPD dikenakan denda. BMT (A) urusannya mudah, diberikan pembinaan, cepat dan pasti. 

	3
	Kq
	Peda-gang Ps. Alai
	Rentenir
	Balim-bing
	07 Januari 2010
	Rentenir: bunga berbunga, tidak boleh telat, rasa aman dan kenyamanan terganggu jika tidak sanggup bayar. BMT (A), ada pengarahan, mudah dan aman 

	4
	MF
	Foto Copy
	BNI
	Lapai 
	2 Februari 2010
	BNI (X): ada unsur kapitalis, perysratan banyak, dan bertele-tele, BMT (A): bagi hasil, diberikan pelatihan, sesuai unsur syariah. Dua bulan telat agunan tidak dilelang.  


Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa BMT memberikan kemudahan-kemudahan kepada para nasabah dalam hal pengajuan modal dan pembayaran keredit.  Selain itu BMT al Anshar juga memberikan pembinaan dan pelatihan kepada para nasabah sehingga usaha mereka berhasil dan berkembang. Dengan demikian para nasabah lebih merasa aman dan senang menjadi mitra usaha BMT al-Anshar dari pada bank lainnya. Hal inilah yang tidak mereka peroleh ketika menjadi mitra pada bank lain. 

Dari hasil pengamatan sementara (observasi awal) yang dilakukan oleh peneliti terlihat beberapa keunggulan-keunggulan BMT al-Anshar jika dibandingkan dengan bank lain yaitu:

1. BMT al-Anshar adalah satu-satunya BMT di Sumatera Barat yang berada di bawah binaan Majelis Ulama Islam (MUI) Sumatera Barat

2. BMT al-Anshar melakukan pemberdayaan masyarakat berupa program life skill dan soft skill kepada para nasabah (masyarakat miskin) setiap tahun yang mana hal ini tidak dilakukan pada bank lain

3. BMT al-Anshar memberikan bantuan langsung untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti wirid, pengajian dan bantuan gempa bumi.

4. BMT al-Anshar ikut berbagi rugi terhadap kerugian yang dialami nasabah dan memberikan pinjaman kembali untuk memperbaiki ekonomi nasabah hal ini juga tidak ada pada bank lain. 
5. BMT sebagai bank Islam lebih mengutamakan pemberdayaan  ekonomi masyarakat dari pada keuntungan ekonomi semata.

6. Mengutamakan nasabah yang termasuk masyarakat miskin dari pada golongan ekonomi mengenah ke atas.

7. Bagi nasabah yang telah diyakini komitmen dan kredibilitasnya dapat mengajukan pinjaman dana tanpa agunan.

Berdasarkan pernyataaan di atas, dapat dikatakan bahwa BMT al-Anshar adalah bank yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat miskin dengan cara memberikan pinjaman lunak kepada masyarakat miskin, memberikan program pemberdayaan masyarakat berupa soft skill dan life skill dan berbagi rugi dengan nasabah jika terjadi kerugian usaha. Untuk mengetahui bagaimana program pemberdayaan masyarakat miskin secara ditail yang dilakukan oleh BMT al-Anshar perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Karena itu  peneliti akan mengkajinya dalam sebuah penelitan  yang berjudul: Peranan Bait al-Māl wa al-Tamwīl (BMT) al Anshar dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kota Padang.
B. Rumusan dan Batasan Masalah

1.  Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka persoalan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan Bait al-Māl wa al-Tamwīl (BMT) al Anshar dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kota Padang.

2.  Batasan masalah 

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bagaimana peranan BMT al-Anshar Kota Padang dalam pemberdayaan soft skill bagi masyarakat miskin

b. Bagaimana peranan BMT al-Anshar Kota Padang dalam pemberdayaan life skill bagi masyarakat miskin. 

c. Bagaimana peranan sosial BMT al-Anshar Kota Padang dalam pemberdayaan masyarakat miskin

d. Bagaimana peranan ekonomi BMT al-Anshar Kota Padang dalam pemberdayaan masyarakat miskin.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka secara umum tujuan penelitian ini adalah berusaha untuk melihat peranan Bait al-Māl wa al-Tamwīl (BMT) al Anshar dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kota Padang.

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan BMT al-Anshar dalam hal:

a. Peranan BMT al-Anshar Kota Padang dalam pemberdayaan soft skill masyarakat miskin. 
b. Peranan BMT al-Anshar Kota Padang dalam pemberdayaan life skill bagi masyarakat miskin. 

c. Peranan sosial BMT al-Anshar Kota Padang dalam pemberdayaan masyarakat miskin.
d. Peranan ekonomi BMT al-Anshar Kota Padang dalam pemberdayaan masyarakat miskin.

2.  Kegunaan penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat:

a. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan peradaban Islam khususnya dalam bidang BMT. 

b. Kemudian dijadikan sebagai informasi yang berkenaan dengan Peranan Bait al-Māl wa al-Tamwīl (BMT) al Anshar dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Padang.

Ada pun secara praktis penelitian ini diharapkan dapat:

a. Dijadikan sebagai rujukan yang dapat dipertimbangkan dalam mencari jawaban terhadap bagaimana peran BMT terhadap masyarakat miskin.

b. Dapat digunakan sebagai kajian yang relevan bagi seorang yang melakukan penelitian berikutnya.
D. Definisi Operasional

Guna menghindari kekeliruan dalam memahami makna dari judul tesis yang dimaksudkan, maka berikut ini diterangkan makna dari kata-kata kunci dalam judul yang dimaksud.

Peranan adalah bagian yang dimainkan seseorang pemain.
 Yang dimaksud peranan dalam tesis ini adalah upaya yang dilakukan oleh sebuah lembaga yaitu BMT dalam melakukan tugas dan fungsinya secara ril dan aktual. Secara khusus peranan yang dimaksud dalam bidang empat aspek yaitu: soft skill, life skill, fungsi sosial, dan fungsi ekonomi. BMT al-Anshar akan dikatakan berperan jika fungsi dan tugas BMT al-Anshar pada keempat aspek tersebut dapat dilakukan dengan baik.
BMT (Bait al-Māl wa al-Tamwīl) al Anshar. Baitul Maal    (بيت المال) yang berarti rumah harta. Dalam bahasa sekarang bait al maal diartikan sebagai lembaga sosial. Sedangkan tamwil, (تمو يل) berarti lembaga ekonomi, atau pengembangan harta yang diistilahkan pada masa sekarang dengan bisnis ekonomi. Kedua kata tersebut jika digabung menjadi lembaga sosial dan lembaga ekonomi.
 Secara istilah Bait al-Māl wa al-Tamwīl adalah badan usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan Bait al-Māl wa al-Tamwīl dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.
 Dengan demikian yang dimaksud BMT al Anshar dalam tesis ini adalah nama dari lembaga sosial dan lembaga ekonomi yang bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha ekonomi rakyat bawah dan kecil, yang dijalankan berdasarkan syariat Islam, berintikan dua kegiatan usaha yang mencakup Bait al-Māl dan Bait wa al-Tamwīl.

Pemberdayaaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan (emvowerment) atau dapat pula di samakan dengan istilah pembangunan (development).
 Istilah pemberdayaan menurut Mc. Ardle (1989) yang dikutip oleh Hery Hikmat, adalah sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut.
 Sedangkan istilah pengembangan masyarakat diartikan dari pebdapat Mayo adalah sebagai usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam bidang soft skill, life skill, fungsi sosial dan fungsi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.
 Jadi yang dimaksud pemberdayaan dalam penelitian ini adalah usaha dan strategi yang dilakukan untuk membangun potensi dan kemandirian masyarakat. 

Masyarakat Miskin. Miskin berasal dari bahasa Arab. Terdiri dari huruf Mim, Syin dan Kaaf yang asal katanya ‘miskin’ (artinya: orang miskin) dalam bentuk mufrad, dalam bentuk jamaknya ‘masākin’ (orang-orang miskin), dalam perkembangannya kata miskin sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, sedangkan kemiskinan adalah kata “miskin”, yang mendapat awalan ‘ke’ dan akhiran ‘an’ maka ia menjadi kata sifat atau menunjukkan hal keadaan “miskin”. Secara bahasa kata miskin mempunyai arti tidak berharta benda, serba kurang, maka kemiskinan adalah perihal miskin, kemelaratan, kepapaan.
 

Dari segi fiqh, orang miskin adalah orang yang mempunyai harta dan pekerjaan, tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, atau yang menjadi tanggungannya, atau dapat juga dikatakan bahwa orang miskin itu adalah orang yang tidak mempunyai (harta) dan pekerjaan/penghasilan yang tetap.
 Dari sudut pandang sosiologi, para sosiologi mengemukakan beberapa pengertian kemiskinan. Menurut Soerjono Soekanto kemiskinan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup untuk memelihara dirinya sendiri yang sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.
 

Nabil At-Thowil menyatakan bahwa kemiskinan dikenal sebagai tiadanya kemampuan untuk memperoleh kebutuhan pokok, kebutuhan ini dianggap kebutuhan pokok karena ia menyediakan batas kecukupan minimum untuk kebutuhan manusia, sebagai khalifah Allah di muka bumi
. Yang dimaksud kemiskinan dalam tesisi ini adalah miskin dalam pengertian fiqh yaitu dari segi fiqh, yaitu orang yang tidak mempunyai (harta) dan pekerjaan/penghasilan yang tetap dan tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dikaitkan dengan masyarakat miskin berarti sekolompok orang atau masyarakat orang yang tidak mempunyai (harta) dan pekerjaan/penghasilan yang tetap dan tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan demikian, secara keseluruhan yang dimaksudkan judul penelitian ini adalah usaha yang dilakukan oleh BMT al Anshar dalam mengembangkan dan memperkuat potensi ekonomi secara syariat Islam bagi masyarakat miskin di Kota Padang.

Dari pengertian judul di atas, dapat dipahami bahwa ada tiga kata-kata kunci yang sangat penting dalam penelitian ini yaitu: 1) peranan, 2) pemberdayaan, 3) masyarakat miskin. Ketiga kata kunci akan terlihat jelas maknanya dalam menjawab pertanyaan penelitian.

E. Kajian yang Relevan

Kajian tentang BMT masih tergolong baru dan belum banyak penelitian yang mengkajinya. Kendati demikian, sepanjang yang telah ditemui terdapat beberapa kajian dan penelitian yang telah dilakukan. Elsanra Eka Putra
 membahas tentang pengaruh modal intelektual dan Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan Baitul Maal Wat-Tamwil di Propinsi Sumatera Barat yang menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara modal intelektual dan Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan BMT di Propinsi Sumatera Barat. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti, karena fokus penelitian ini mengkaji tentang modal intelektual dan pengembangan BMT dan tidak mengkaji tentang peranan BMT.

 Selanjutnya mengenai upaya pengembangan masyarakat peneliti memahami hasil penelitian yang dilakukan oleh Hariya Toni yang mencoba membahas tentang bagaimana pengembangan masyarakat melalui Badan Amil Zakat daerah (BAZDA) Kabupaten Kerinci. Dalam hasil penelitiannya Hariya Toni menyimpulkan bahwa ada lima macam pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh Bazda yaitu: 1) pengembangan masyarakat miskin, 2) bantuan terhadap fisabilillah, 3) pengembangan di bidang pertanian, 4) pengembangan di bidang peternakan, 5) pemberian beasiswa, dan pemberian paket lebaran. Dengan demikian terlihat jelas upaya pengembangan masyarakat yang dilakukan melalui Bazda Kabupaten Kerinci. Penelitian ini juga berbeda dengan rencana penelitian yang akan dilakukan, karena pemberdayaan masyarakat pada penelitian Hariya Toni mengambil tempat pada BAZDA Kabupaten Kerinci. 

Selain hasil penelitian di atas beberapa buku yang terkait dengan penelitian yang dapat dijadikan sebagai rujukan adalah buku karangan Muh. Ali Aziz, dkk (edt)
 yang mengkaji tentang bagaimana memberdayakan masyarakat melalui dakwah secara metodologis dan secara aksi ril. Lebih jauh Muhammad Khoirun Najib
 juga menulis tentang cara-cara dan upaya dalam pengembangan masyarakat Islam. Dalam bukunya tersebut dia mengemukakan beberapa aspek dalam pengembangan masyarakat Islam. Selain buku-buku tersebut penulis juga akan berupaya mencari dan memperbanyak buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian.

Berdasarkan beberapa kajian dan penelitian di atas, terlihat jelas bahwa belum ditemukan penelitian yang sama dengan yang dilakukan oleh peneliti, baik dari segi aspek kajian, sudut pandang, maupun dari segi aspek tempat. Karena itu posisi dan sudut pandang peneliti tentu akan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Hal ini juga berarti bahwa penelitian tentang peranan BMT al-Anshar dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Padang, dinilai layak dan penting untuk dilakukan.

F. Kerangka Konseptual


Gbr 2. Kerangka Konseptual Peranan BMT al Anshar dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Padang
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